
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT tr PATI

NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR:2TAHUN1991'

TENTANG :
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILIN NNXYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa dengan telah 'ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I Tahun 1990 tentang Kedudukan
Keuangan KetM, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, rnaka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1989
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Prrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati yang telah disahkan dengan Kepu-
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal 19 Mei 1989 Nomor 188.3/130/1989 dan di-
undangkan data4 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati tanggal 30 Juni 1989 Nomor 6 Seri D
Nomor 4, sudah tidak'sosuai .lagi ;. ,

b. bahwa sehubungui dengan hal tersebut diatas, garka perlu
mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah

tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan



Mengingat

2"' -,

Anggota 'pu*"o P rVakilan Rakyat Daerah dengan
Peraturan Daerah.

l. Undang - Udang Nomor 5 Tahun 19?4 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 f ahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

,3. Undang 1 undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
: poJ<ok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun l9?5 tentang
:Pengurusar, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerinmh Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dlaerah,
Pelaksanaan Taa Usaha Keuangan Daerah dan Penyu-
sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam,Negeri Nomor 1 Tahun 1990
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990
tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 1990
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
ringtat ri Pati. " '

. MEMUTUSKAN:
: PERATURAN. .DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI TENTANG KEDUDUKAN KE-
UANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN. P'ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU.
PATEN DAERAH TINGKAT II PATI

Menetapkan
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BAB.I
. KETENTUAN. UMT'JM

Pasal I

Dalam Perafuran Daerah'ini,'yang dimaksud dengan :

a. Daerah

U. Pemerintah Daerah

c. Bupati KePala Daerah

i. Tunjangan"Komisi

j. Uang Paket

ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

ialah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati ;

ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Pati ;

RakyatDaerahialahDewanPerwakilanRakyat:Dqbrahd' Dewan Perwakilan 
K:ibupaten Daerah ringkat 'II 'Pati'iselan-
jutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat

daerah ;

e. pimpinan Dewan perwaknan .y3i"1h*1fffffis.T;$11 *.*"

f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah mereka yang diresmikan

keanggotaannya dan telah mengangkat

sumpah / janji berdasarkan Peraturan

. Perundang - undar-rgan yang berlaku ;

g. Uang Representasi 'ialah Tunjanganr yeqg'' diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan

dengan kedudukannya ;

ialah Tunjangan Jabatan yang diberikan ke-

pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah setiap'bulan sehrlbungan dengan

jabatannYa ;

ialah Tunjangan yang diberikan setiap bulan

' kepada Ketua, Wakil Keua dan Sekretaris

Komisi ;

ialah Uang yang diberikan setiap bulan ke-

pada Pimpinan dan Anggota Dewan Per'

wakilair Raicyat Drerah untuk menghadiri

rapat' rapatDewan'PenvakilanRakyat Daerah

Yang sah ;

h. Uang Kehormatan



k.

l.

Dana Penunjang

Tunjangan Purna Bhakti

a. Ketua

b.; lVaki! Ketua

c" A4ggota,Dewan

4
'ialah Dana yang disediakan untuk menunjang

kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

ialah Tunjangan yang diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya
atau diberhentikan dengan hormat atau

meninggal dunia.

Pasal 2

: Rp. 210.000,00 ( Dua ratus sepuluh ribu

,, ruPiah ) / bulad ;

: , Rp. 180.000,00 ( Seratus delapan puluh ribu
rupiah)/bulan/orang;

I R!. lt0:000,00 ( Seratus lima puluh ribu
rupiah)/bulan/orang;

(l)

(2)

Tariggal mulai,memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan
janji pada pelantikannya sebagai Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ; ,.1

.Saat'teihenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat daerah;'talah, tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan

atau maninggal dunia.

] BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

j. Bagian Pertama

Uang Representasi

'Pasal 3

Besarnya uang Representasi ditetapkan bagi :($

(2) .selain uang,:psp19r"otasi'setagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
.' : r',,Pimpinan,,dari An€gota Dewan, Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tun-

jangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri.
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Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya uang Kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua : Rp. 200.000,00 ( Dua ratus ribu rupiah ) / bulan ;
b. Wahil Ketua : Rp. 175.000,00 ( Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) /

butan /orang ;

agian Ketiga i

Tunjangan Komisi

Pasal 5 ..
Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

a. Ketua : Rp. 40.m0,m ( Empat puluh ribu rupiah ) / bulan /
orang ;

b. Wakil Ketua : Rp. 30.000,00 ( Trga puluh ribu ruiah )/ bulan / orang ;

c. Setretaris : Rp. 25.000,CI ( Dua puluh lima ribu ru?iah ) / bulan / orang.

Bagian Keempat .

Uang Palcet

Pasal 6

(l) Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah Rp" 112.500,(X) ( Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah ) /
bulan / orang ;

(21 Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat,

dan bertempat tinggal dituar Ibu Kota Kabupaten, dibayarkan uang penginapan
dengan menunjukkan bukti - bukti pembayaran yang satl setinggi : tingginya
sebesar Rp. 17.500,00 ( Tujuh belas ribu lima rarus rupiah ) / hari / orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

(l) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mc-
ngadatan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas;


